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PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Rtu
2 AW >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU
Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat

SALINAN

pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK I (cpat dan tanggal lahir
Tapin, 25 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan XxXxXxxxXxx XXxXxx Xxxxxx, berkediaman di Desa
|
I Kabupaten Tapin Provinsi Kaimantan Selatan,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK [ tcpat dan tanggal lahir
Balangan, 06 April 2000, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxxxxx, berkediaman di KABUPATEN
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register
Perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan
gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama || GGG <:2bupaten Tapin
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Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan
Nomor: [

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN selama kurang lebih 2
(dua) bulan. Kemudian pindah ke rumah bersama yang juga beralamat di
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN selama
kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan pisah tempat
tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama: || GczNENE
N, e 2022,

Belum Sekolah. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan

Penggugat;

4, Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

baik dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 terjadi perselisihan antara

Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab:
- Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yakni apabila terjadi perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengadu kepada
kedua orang tuanya dan kedua orang tua Tergugat selalu membela
Tergugat, bahkan saat terjadi kesalah pahaman antara Penggugat
dan Tergugat, orang tua Tergugat tidak segan untuk merendahkan
Penggugat yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa
sangat kecewa dan sakit hati serta merasa tidak dihargai sebagai
seorang istri;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya
tidak Penggugat ketahui dengan jelas yang beralamat di wilayah
Kabupaten balangan, yang mana hal tersebut Penggugat ketahui
dari pesan singkat yang ada di handphone Tergugat, pada saat
Penggugat menanyakan atas kebenaran hal tersebut kepada
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Tergugat, Tergugat mengakuinya dan merasa bersalah atas
perbuatannya, namun setelah itu Tergugat tidak berhenti selingkuh
dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut dengan perempuan
baru lagi. Padahal Penggugat sudah memaafkan dan memberikan
kesempatan kepada Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat
merasa sangat kecewa dan sakit hati atas perbuatan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 14 April 2023 terjadi perselisihan
terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak
kunjung mau merubah sikapnya, padahal Penggugat sudah mencoba
untuk bersabar, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
Akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke
rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Saat ini,
Penggugat masih bertempat tinggal di | GcINEEINININNGEG
I <-bupaten Tapin Provinsi Kaimantan Selatan.

Sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di KABUPATEN
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan
Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki
harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk
membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf f Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf a
dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 116 huruf a, huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam
Peraturan Pemerintah;
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7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama
dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat,
maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam
pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang

bernama |
I sckolah. Dengan  tetap

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut, akan tetapi tetap dalam itikad yang baik tanpa ada paksaan dan

kekerasan;
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;
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Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, namun
Penggugat menyatakan tetap dengan maksudnya untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah | GcNGEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama KUA Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI 1, NIK | t<pat dan tanggal lahir pantai cabe,
27 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KAIMANTAN SELATAN. Saksi di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah
bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Tergugat di Desa [ GTcNGEEEEEE
Kabupaten Balangan;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak, bernama |
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak mau
tinggal Bersama dengan Penggugat di Tapin;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan April 2023;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak
pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi
kepada Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat mengasuh anaknya, Penggugat
berkelakuan baik, tidak kasar dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK | < -t dan tanggal lahir pantai cabe,
28 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Karyawan [
I <ccamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi
Kaimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah
kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Tergugat di Desa [ GTcNGEEEEEE
Kabupaten Balangan;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak, bernama |
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak mau
tinggal Bersama dengan Penggugat di Tapin;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan April 2023;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak
pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi
kepada Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat mengasuh anaknya, Penggugat
berkelakuan baik, tidak kasar dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat
dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor
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138/Pdt.G/2024/PA.Rtu  dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan
tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek serta sesuai dengan
dalil syarak sebagai berikut:

& %5 Y Al 5458 318 plalinall pB3 50 pSls ] 0s3 05
Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, ;<emudian tidak
mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim

dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang ke
persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara
ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya
penyelundupan hukum, dan karena perkara a quo termasuk sengketa
perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) dan lagi pula
perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar
kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka
harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk
meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini
adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena orangtua
Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888
KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (hazegelen) sesuai
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti
surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad
nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 24 Juli 2021
dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara a quo sehingga
memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil
dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian dalil gugatan
Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 24
Juli 2021 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-
orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P tersebut Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil
menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling
bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga
dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh
bukti P dan keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir

ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
sejak tanggal 24 Juli 2021, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai
seorang anak, bernama || GGG
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat
berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang
terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat selingkuh
dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak mau tinggal Bersama dengan
Penggugat di Tapin;
3. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak
pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa selama Penggugat mengasuh anaknya, Penggugat berkelakuan
baik, tidak kasar dan mengasuh anak tersebut dengan baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian
untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan
perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan
inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk
berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses
persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa
hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat
pecahnya perkawinan (broken marriage) (vide Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum

Kamar Agama huruf A angka 1);
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3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar
lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang
diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap
dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat
melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam
Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim
sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi
hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman
189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

S5l e 15) &b Aalb puoldll il 358> 5 6,801 (il oo s O g 3%
el AoVl 2 558 5
Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di
hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak
satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil

harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fighiyyah yang berbunyi:

dlaall s e 3382 awlasll 455
Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil
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maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas
dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi
Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya
tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa
iddabh;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik
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Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait

dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak
asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa
pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah)
adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak
yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya
adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf
(@) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti
mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh
kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam
asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di
Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum
mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad
SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-
Hakim, yang berbunyi:

2S5 A s o Bl

Artinya: “ Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau

belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa
faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi
anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun,
ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan
kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat
mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan
dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana

telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ifra
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Mikayla Adiani Fauzi Binti Aan Fauzi, Lahir Di Balangan, Tanggal 6 November
2022 masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya
selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan
menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh
(hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”,
Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta
lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut
dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang
hak hadhanah anak bernama Ifra Mikayla Adiani Fauzi Binti Aan Fauzi, Lahir Di
Balangan, Tanggal 6 November 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan
berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk
mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai
kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya
mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya
kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak
itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan
terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk,
bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan
tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat
dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha
mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana
yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar
Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah atas
anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi
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akses kepada orang tua yang tidak memegan hak hadhanah untuk bertemu
dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan
bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak
hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah”, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak
ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan
dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat
dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah Penggugat atas anak tersebut;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (| EGcTcNGEG
I t<rhadap Penggugat (N

4, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang
bernama - |
I Do tetap memberikan hak

akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih
sayangnnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).
Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai

him. 16 dari 17 halaman
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Hakim berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin
Sidang dengan Hakim Tunggal, yang dibantu oleh Rosehan Rizani,SH sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal
Ttd
Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Rosehan Rizani,SH
Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama . Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses . Rp75.000,00
3. Panggilan . Rp860.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rpl1.005.000,00
Terbilang (satu juta lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.
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